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      Tragedi Situ Gintung pada tanggal 27 Maret 2009, semakin melengkapi perjalanan bencana banjir dinegeri ini. Mulai dari banjir bandang sungai Bohorok di Sumatera Utara Tahun 2004. Kemudian banjir karena Tsunami di Aceh. Tahun 2006, dibuka dengan banjir bandang (bln Januari) di Jember dan ditutup  banjir bandang di Aceh Tamiang pada Desember 2006. Awal tahun 2007 (12 Januari 2007) Sangihe Talaud mengalami banjir bandang. Agustus 2007 banjir bandang besar terjadi di Morowali (Sulawesi Tengah).Masih dalam tahun yang sama, bulan November terjadi banjir diberbagai daerah walaupun tidak sebesar sebelumnya. Tetapi pada bulan Desember 2007, terjadi banjir besar dan longsor di Jawa mulai dari pantura sampai wilayah tengah Jawa dengan korban cukup banyak. Selama tahun 2008 juga tercatat banjir di Sambas Kalimantan Barat dan sebagian besar Jawa. Semuanya menimbulkan kerusakan dan korban jiwa cukup besar. 

      Hampir semua pihak saat itu menyepakati bahwa penyebabnya adalah hutan rusak/gundul. Padahal, ada penyebab lain yang tidak kalah pentingnya yaitu ulah manusia melanggar peraturan bantaran. Sebagai zona perlindungan, bantaran tidak boleh dikonversi atau dirusak. Berapa ukuran zona perlindungan, memang cukup beragam. Di kawasan mangrove 

misalnya, lebar jalur hijau sebagai pengaman berkisar antara 10 m disepanjang sungai dan sampai 400 m sepanjang pantai dari rata rata  pasang terendah (SK Dirjen Perikanan No:H.1/4/2/18/1975, dan SK Dirjen Kehutanan  No.60/KPTS/DJ/I/1978). Kemudian berbeda lagi ketika diberlakukan SK bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan No: KB 550/246/KPTS/1984 dan SK No.082/KPTS-II/1984 yang menetapkan angka 200 m. Pendapat para ahli situ menyebutkan lebar minimal bantaran 100 m. Walaupun angkanya cukup bervariasi, tetapi prinsipnya sama yaitu bantaran tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai pihak kecuali untuk perlindungan. Memang tidak dapat dipungkiri, kondisi hutan yang rusak, akan mempercepat pendangkalan akibat erosi. Sementara, kelalaian untuk memelihara bantaran, akan menyebabkan semakin berkurangnya fungsi perlindungan. 

     Tragedi Situ Gintung merupakan salah satu contoh bekerjanya dua faktor tersebut. Ketika curah hujan cukup tinggi, apalagi berlangsung cukup lama, akan mempercepat naiknya permukaan air pada situ yang memang telah semakin dangkal, sehingga tekanan terhadap dinding tanggul buatan 1931 semakin kuat. Seberapa jauh kekuatan tanggul menahan tekanan air, akan tergantung pada 4 hal yaitu kondisi vegetasi, teknik sipil, otoritas pengelolaan dan perilaku manusia. 

       Kondisi vegetasi memiliki ketertautan dengan perilaku manusia.   Ketika manusia banyak memanfaatkan bantaran untuk pemukiman, tentunya penutupan vegetasi semakin berkurang.   Sebagai kawasan wisata alam, Situ Gintung memiliki daya tarik sehingga banyak diminati masyarakat baik untuk kepentingan rekreasi maupun bermukim. Apalagi dikawasan tersebut terdapat 2 Perguruan Tinggi terkenal sehingga orang berlomba membangun usaha rumah tinggal sementara (kost) bagi mahasiswa. Bahkan, beberapa rumah mewah, sengaja dibangun dengan posisi semakin mendekati situ.Kalau luas awal situ  31 ha, dan ketika tragedi dilaporkan tinggal 21ha, diperkirakan 10 ha telah dialih fungsikan untuk kegiatan lain seperti perumahan maupun pertanian.

      Kondisi bangunan teknik sipil Situ Gintung akan terkait dengan umur situ dan perawatannya. Situ Gintung dibangun pada tahun 1931-1932. Sebagai konstruksi tampungan air yang dibuat manusia (Kedaulatan rakyat 29 Maret 2009) maka semakin tua bangunan, kekuatan konstruksinya akan semakin berkurang ketika berhadapan dengan kekuatan alam yang semakin sulit diprediksi. Apalagi kurang terawat.

      Otoritas pengelolaan situ adalah badan pengelola yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Memang tidak dapat dipungkiri, setelah otonomi daerah diberlakukan, seringkali terjadi tarik ulur dalam kewenangan pengelolaan sumberdaya alam. Daerah otonom bersikukuh lebih berwenang karena posisi sumberdaya alam berada di wilayah administrasinya.Padahal, karena sifatnya, beberapa sumberdaya alam tidak dapat dikelola berdasarkan batas batas administrasi.Termasuk diantaranya sumberdaya air dan hutan. Beberapa kasus pengelolaan retribusi hutan wisata misalnya akan memperjelas hal tersebut.
      Perilaku manusia baik sebagai masyarakat biasa maupun sebagai pejabat eksekutif dan legislative, sering bekerja tidak professional. Yaitu profesi yang tidak dilandasi moral/etika sehingga profesinya merugikan banyak pihak. Salah satu contoh rendahnya profesionalisme adalah kurang pekanya terhadap informasi.Jauh sebelum tragedi situ gintung terjadi, Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga Tangerang telah mengungkapkan bahwa dari 22 Situ di Tangerang, 6 diantaranya telah beralih fungsi menjadi sawah dan pemukiman penduduk. Situ lainnya berpotensi serupa karena banyak pihak memiliki sertifikat atas lahan situ setelah pendangkalan terjadi dan tidak terurus. Bahkan BMKG telah memetakan daerah rawan banjir saat hujan lebat, diantaranya adalah wilayah Cireundeu. (Tempo,14 Januari 2009).

      Gambaran pengelolaan situ di Tangerang, barangkali merupakan miniatur pengelolaan situ dan waduk lainnya di Indonesia. Apabila analisis ini benar, tentunya tragedi situ gintung adalah peringatan untuk segera memulai melakukan pengecekan dan pengawasan lanjut terhadap kondisi situ/waduk. Salah satu contoh yang perlu diawasi adalah bangunan tanggul waduk kedungombo karena salah satu sisinya memiliki posisi lebih tinggi dari beberapa desa di Kabupaten  Purwodadi. 

      Yang jelas saat ini, fungsi bantaran telah diabaikan. Tragedi telah terjadi. Dan, menunjuk kesalahan pada pihak lain mulai merebak. Itulah gambaran rendahnya profesionalisme. Langkah yang tepat adalah terbangunnya koordinasi antar Departemen yaitu: Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan Pertanian untuk mengeluarkan aturan bersama terhadap pengelolaan situ, lebar bantaran, sosialisasi fungsi bantaran sehingga semua pihak memahami. Semoga kita semakin sadar bahwa alam murka karena manusia yang memulai murka.

(Heru Salam, Staf Pengajar Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta)

  INVESTASI di KAWASAN HUTAN.
          MASIHKAH MENARIK?
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      Menutup tahun 2008, dibuka dengan berita yang menggembirakan, tetapi juga mengandung pertanyaan. Menteri Kehutanan MS.Kaban, memberikan persetujuan atas investasi hutan tanaman industri (HTI) bernilai Rp 34 trilyun yang akan digarap oleh 18 perusahaan. Calon lokasi tersebar di Kalimantan, Papua, Maluku, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Diperkirakan luas areal yang dikembangkan mencapai lebih 1 juta ha. Areal terluas  berada di Kalimantan 305.923 ha digarap 7 perusahaan, Papua 270.555 ha (PT Selaras Inti Semesta), Sumatera 161.277 ha digarap 5 perusahaan dan NTB-NTT seluas 100.170 ha (PT Usaha Tani Lestari). Lainnya dibawah 70.000 ha.

      Berita tersebut cukup menggembirakan karena dengan dibukanya HTI seluas 1 juta ha akan menyerap cukup banyak tenaga sarjana kehutanan. Disamping menggembirakan, patut pula dipertanyakan. a). Masih banyak HTI yang beroperasi justru berjalan kurang baik. Akankah HTI baru menambah masalah HTI lama? b).Selama krisis keuangan global saat ini, beberapa perusahaan HTI merumahkan karyawan (PHK). Mengapa HTI baru justru akan dibuka. c).Dimanakah areal yang disediakan? hutan rusak, hutan perlu rehabilitasi, hutan produksi terbatas, hutan konversi, hutan produksi tetap? d). Pola dan jenis tanaman yang akan dikembangkan apakah monokultur/ campuran?  

      Tidak dapat dipungkiri. Fakta menunjukkan pada tahun 2007, Indonesia untuk pertama kalinya masuk dalam peringkat 21 FDI Confidence Index sebagai negara tujuan investasi cukup menjanjikan. Bahkan sampai beberapa tahun kedepan. Posisi teratas selama dua tahun terakhir masih ditempati oleh China dan India.  

      Seiring dengan turunnya harga minyak dunia, harga komoditas yang sebagian dikembangkan dikawasan hutan memang ikut turun. Harga karet alam dipusat industri otomotif Jepang turun menjadi 128,5 yen/kg atau US$1.420/metric ton. Bahkan Desember turun lagi menjadi 99,8 yen ketika harga minyak dunia turun menjadi US$ 35,35/barel. Harga CPO mencapai US$ 487,5/ton. Menghadapi kondisi tersebut, pengusaha dan petani mengalami kerugian. Beberapa perusahaan sawit menunda ekspor minyak sawit. Apalagi setelah India menyatakan menunda impor minyak sawit dari Indonesia. 

      Bagaimana kondisi tahun 2009?. Menteri perdagangan menetapkan harga patokan ekspor (HPE) minyak sawit th 2009 berdasarkan harga rata rata internasional dan rata rata free on board (fob) US$ 418/ton, produk kayu (verneer) dari hutan alam US$ 550/m kubik. Dari hutan tanaman US$ 250/m kubik. Untuk kayu olahan (seperti serpih kayu) US$ 30/ton. Lantas, apakah perdagangan kita akan kolaps? Mungkin tidak. Ada beberapa alasan  untuk meyakinkan pendapat tersebut: a). Dalam krisis keuangan global, semua Negara memiliki masalah sama,sehingga ketika nilai ekspor turun, nilai impor-pun juga turun. b). Kecukupan kebutuhan akan komoditas hasil kehutanan, perkebunan, pertanian,  masih sulit digantikan oleh negara lain, sementara negara tujuan ekspor masih membutuhkan komoditas tersebut walaupun jumlahnya berkurang. c). Selain sumberdaya alam tersedia cukup melimpah, harga tenaga kerja juga cukup murah sehingga memiliki daya saing 

      Perkiraan pertumbuhan ekspor komoditas sawit th 2009 memang turun 30%, dan mebel turun 15%.Yang perlu dicermati adalah pasar domestik masih cukup besar. Biosolar, yang dikembangkan Pertamina, mulai banyak diminati. Saat ini memang biosolar diproduksi dengan perbandingan  5% CPO dan sisanya solar murni. Berbeda dengan Brasil. Negara di ujung selatan benua Amerika ini telah memproduksi campuran bioetanol dari tebu dan bensin dengan perbandingan masing masing 50%. Tidak menutup kemungkinan, Pertamina dapat mengembangkan produksi biodisel dengan perbandingan antara CPO dan solar murni 30% : 70% atau bahkan masing masing 50%. Tentunya peningkatan kandungan CPO akan disesuaikan dengan perubahan kebiasaan konsumen untuk beralih dari solar ke biosolar dan diterimanya manfaat biosolar karena pengaruhnya terhadap mesin tidak berbeda dengan apabila menggunakan solar.

     Komoditas berbahan baku kayu produk kehutanan selain mebel adalah kertas. Masyarakat dimanapun akan membutuhkan kertas baik untuk keperluan buku, tisu, media cetak, dll. Selain itu, perkembangan teknologi telah berhasil memanfaatkan kayu sebagai bahan baku kain ditengah tengah sulitnya pengembangan kapas. Diperkirakan kebutuhan akan komoditas tersebut tidak mengalami penurunan. Bahkan perkembangannya cenderung akan mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Hal itulah yang mendorong Departemen Kehutanan menyetujui investasi yang diajukan oleh beberapa perusahaan HTI disamping kelapa sawit.

      Masalahnya adalah a). Pemilik teknologi kertas, serat kayu untuk tekstil, biodisel, masih dikuasai pihak asing. b).Kualitas sumberdaya manusia dan bahan baku dinilai masih rendah.  c). Pengusaha (HTI dan sawit) lebih tertarik memilih hutan produksi, bahkan lindung, sebagai lokasi pengembangan daripada hutan konversi yang memang dapat dimanfaatkan (disediakan) untuk berbagai keperluan. Pilihan pengusaha memang tidak salah karena kawasan tersebut cukup menguntungkan, modal cepat kembali paling tidak dari tebangan kayu. Memang dalam SK Menhut No:304/Menhut-VI2008 penggunaan kawasan hutan untuk HTI telah diatur.  Tetapi, pengalaman menunjukkan, masih sulitnya mengawasi lapangan. 

      Masuknya Indonesia (ranking 21) kedalam Top 25 FDI Confidence Index tentunya banyak memberi harapan terhadap meningkatnya investasi. Kita punya kekuatan di sumberdaya alam dan manusia. Peluang juga terbuka lebar mengikuti isu kelangkaan bahan energi fosil, kapas, maupun pasar domestik dan pasar ekspor alternative (diluar ekspor tradisional) yang belum dikelola optimal. Tetapi, semua akan tergantung pada  pemerintahan baru tahun 2009 dalam mengelola kebijakan investasi untuk (paling tidak) mempertahankan ranking, atau meningkatkan ranking FDI Confidence Index. Harapan utama adalah, masuknya investasi untuk alih teknologi kertas, serat kayu untuk tekstil (rayon), sehingga kita mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat luas tanpa banyak tergantung pada kemampuan asing.

(Heru Salam, Staf Pengajar Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta)
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      Ruang terbuka hijau (RTH) barangkali belum banyak dikenal oleh masyarakat, walaupun dalam sehari harinya masyarakat mengetahui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RTH. Barangkali tidak hanya masyarakat. Tampaknya beberapa aparat, petugas, maupun wakil rakyat, juga tidak mengenal RTH. Karena itu, tidak ada yang salah apabila kondisi dari RTH dibeberapa kota, daerah, kawasan, tidak terurus dengan baik. Fungsi RTH-pun juga tidak bekerja seperti fungsi untuk memenuhi kebutuhan ekologis, estetika, layanan umum,produksi,dan konservasi.

      Unsur unsur RTH cukup banyak seperti: ruang (spatial), fisik, karakteristik social budaya, potensi lokal, dan unsur lainnya (pendukung). Karena itu, dalam memahami ruang terbuka hijau tidak dapat dilakukan secara parsial. Ruang terbuka merupakan ruang ruang luas dalam wilayah/kota baik berbentuk  kawasan(area),jalur/ memanjang dan bersifat terbuka(tanpa bangunan). Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang berisi(apabila alamiah) atau diisi (sengaja dibudi dayakan) tanaman /pohon. Sebagai ruang terbuka, kondisi fisik RTH banyak dipengaruhi oleh keberhasilan tata ruang, perhatian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, perangkat hukum, dan kesiapan sumberdaya manusia.

      Berlakunya otonomi daerah, seharusnya dianggap sebagai peluang untuk mengembangkan RTH.Tetapi faktanya tidak semua daerah otonom memanfaatkan peluang tersebut. Kalaupun ada yang membangun, atau membenahi RTH, itupun tanpa diikuti dengan upaya meningkatkan keahlian sumberdaya manusianya sehingga kondisi RTH pada akhirnya tidak terawat. Apalagi, karena sifat fungsinya, ada RTH yang tidak dibatasi oleh batas batas administrasi daerah otonom.

      Apabila mengacu pada KTT Bumi di Rio de Janeiro (Brasil), luas ideal RTH minimal 30% dari luas kota. Atau 10 -30%  tergantung pada kondisi kota, jumlah penduduk,dll. Pada angka ideal tersebut, fungsi RTH dipastikan dapat bekerja dengan baik terutama fungsi ekologis. Tetapi, pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan, sudah barang tentu akan menjadi ancaman utama terhadap keberhasilan RTH. Masalah urban di kota kota besar akan semakin memperkaya jenis masalah  yang dihadapi dalam mengembangkan dan melestarikan RTH. Padahal, kota, terutama kota besar sangat berkepentingan dengan RTH.

      Lingkungan diperkotaan, merupakan lingkungan yang mengalami banyak rekayasa dari lingkungan alaminya, sehingga memerlukan banyak subsidi sumberdaya. Semakin banyak subsidi, semakin rentan.Ketika populasi di kota semakin bertambah, kebutuhan energi, materi dan subsidi sumberdaya lainnya akan semakin meningkat.Bahkan sering pula melampaui daya dukungnya. Akibatnya, pencemaran terjadi baik di atmosfir, air, permukaan daratan maupun dalamnya. Emisi kendaraan bermotor, limbah berbagai jenis pabrik dan pembakaran akan menghasilkan berbagai jenis pencemaran udara seperti hidrokarbon, belerang oksida, partikel melayang, sulfide. Selain udara, air tercemar antara lain oleh berbagai logam berat dari kegiatan industri.Dan pencemaran tersebut dilengkapi oleh sektor non industri seperti pertanian, perikanan, perumahan, perkantoran,dll. Disamping pencemaran tersebut, pertumbuhan kota yang tidak terarah akan mempengaruhi sifat sifat lingkungan alam yang pada akhirnya melengkapi masalah kesehatan manusia. Pencemaran tidak hanya terjadi di perkotaan (hilir). Di wilayah hulu pun, pencemaran yang sama juga terjadi walaupun tidak separah di perkotaan.

      Hutan kota, sebagai salah satu jenis dari RTH, masih dipercaya kehandalannya untuk memecahkan masalah lingkungan. Selain memiliki vegetasi yang berfungsi menjinakkan angin, polusi suara, habitat burung dan ancaman penyinaran langsung matahari terhadap manusia serta menyaring (filterisasi) debu dan muatan kimia, juga sebagai penyedia oksigen, pengembangan hutan kota tidak harus dengan menyediakan areal luas. Hutan kota dapat dibangun dengan cara menanam satu atau dua pohon pada setiap rumah sehingga lebih terpelihara daripada hutan kota yang dibangun pada sebuah areal luas pada suatu tempat. Apalagi kalau jenis tanaman yang digunakan adalah jenis MPTS (multi porpouse tree spesies) dari kelompok buah buahan unggul yang memiliki nilai ekonomi. Dari gambaran tersebut, seolah olah berkembang masyarakat enclave ditengah tengah komunitas tanaman.

      Masalahnya adalah: 1). Tidak ada aturan dalam membangun rumah harus menyisakan lahan untuk tanaman, taman dll. 2). Otonomi daerah identik dengan pendapatan asli daerah. Harapan daerah otonom agar setiap instansi  mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatannya, mendorong Instansi memberlakukan penarikan retribusi pedagang kecil yang memanfaatkan RTH. Dengan retribusi, muncul anggapan seolah olah RTH memang dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. 3).Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya fungsi RTH terutama ketika saat perubahan iklim dan panas semakin terasa seperti saat ini. 4). Lemahnya penegakan hukum untuk mengamankan, mengembangkan dan melestarikan RTH. 5).Alokasi dana untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH sangat kurang tidak sebanding dengan hasil retribusi yang diperoleh dari pemanfaatan RTH. 6).Beberapa daerah otonom masih menganggap RTH bukan program prioritas, tidak memberikan manfaat ekonomi langsung.

      Alam, sebenarnya cukup terbuka bagi kegiatan manusia. Tetapi, manusia ternyata sangat tidak terbuka bagi alam. Akankah sikap seperti ini dipertahankan?  Apakah kesadaran terhadap sifat alam tersebut baru muncul ketika alam menunjukkan kekuatannya ? Bencana alam terus terjadi setiap saat secara bergantian pada setiap pergantian musim. Penyakit degeneratif (akibat polusi?) telah menjadi pembunuh ranking terbaik. Apabila demikian, telah terjadi sebuah respon yang selalu TERLAMBAT.

(Heru Salam, Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta)

 ILLEGAL  LOGGING 
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         Illegal logging sebenarnya masalah lama yang tidak pernah selesai. Setelah reformasi (diplesetkan menjadi repormasi yaitu rebutan perolehan sumberdaya alam secara masal), gejala dampak negative akibat kerusakan hutan mulai tampak. Kekeringan, banjir, perubahan suhu, telah menjadi satu dengan turunnya kualitas kehidupan manusia.Bahkan dampak tersebut tidak hanya terjadi secara lintas teritori, tetapi juga lintas generasi, menjangkau semua aspek kehidupan manusia, dan pada saatnya akan menimbulkan malapetaka cukup besar bagi manusia.
        Memang untuk mencari kejelasan terhadap penyebab maraknya illegal logging tidak mudah. Bungkusnya sangat banyak dan rapat.Dari faktor internal, paling tidak dapat dijelaskan beberapa hal yaitu: Oknum aparat memandang hutan adalah sumber pendapatan utama setelah pendapatan resmi sebagai aparat, sehingga illegal logging perlu dikawal,diamankan, agar selamat dalam mencapai tujuan. Dari aspek ekonomi dapat  dijelaskan bahwa apabila upaya membuat keseimbangan supply demand kebutuhan kayu belum berhasil diatasi, maka pencurian kayu akan tetap berlangsung. Sisi hukum berbicara lain. Sepanjang peraturan untuk menjerat pelaku illegal logging tidak (akan) pernah membuat yang bersangkutan jera, maka kegiatan haram tersebut berjalan lancar. Bahkan beberapa aktor yang tertangkap, dapat melarikan diri dengan mudah. Dilihat dari sisi politik, kepentingannya lebih berbeda. Hutan adalah komodity politik sehingga sangat ideal apabila digunakan untuk kepentingan politik. Partai UMNO di Malaysia, melakukan penelitian cukup lama untuk menghasilkan jati unggul (jati emas) yang digunakan sebagai materi kampanye ( baca “kampanye ilmiah”). Bandingkan dengan cara kampanye partai di Indonesia, yang menggunakan bahan kampanye sama yaitu komoditi kehutanan.Di Indonesia komodity ini hanya digunakan sebagai penyandang dana. 

        Dalam era otonomi daerah. lebih mengerikan lagi. Pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999  menempatkan Bupati/ Walikota memiliki otoritas dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hutan yang berada di wilayah administratif daerah, akan diekploitasi untuk kepentingan daerah otonom (PAD). Dengan otorita tersebut, Kepala Daerah dapat mengeluarkan ijin eksploitasi hutan dan industri hasil hutan kepada siapapun walaupun harus bertabrakan dengan keputusan Menteri Kehutanan. Demi kepentingan (atau meng-atas namakan) masyarakat didaerah otonom, hutan produksipun,  juga “sah” apabila dikonversi ke perkebunan. Ironisnya, semua kegiatan tersebut dilindungi Peraturan Daerah yang cukup kuat. Dalam tata urutan perundangan, posisi Perda tepat dibawah Kepres ( Tap MPR No III/MPR/2000). Posisi tersebut menempatkan Bupati/Walikota tidak perlu tunduk pada Gubernur/Menteri. Selain hal tersebut, sebagian masyarakatnya justru merasa memperoleh pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja tebangan (baca “tebangan liar”). Ternyata illegal logging mampu merubah budaya masyarakat. Illegal logging telah menjadi tumpuan bagi kehidupan masyarakat (baca “sumber nafkah”) ditengah tengah sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Padahal, tanpa disadari, kesulitan memperoleh pekerjaan layak sebagai akibat ambruknya perusahaan kehutanan yang berijin, juga disebabkan oleh maraknya Illegal logging.

         Faktor eksternal, amat sulit diajak kompromi karena beberapa negara memiliki peraturan yang sangat fleksibel sehingga barang illegal yang masuk kenegara tersebut, akan menjadi legal karena undang-undang. Tidak hanya itu, walaupun kapasitas industri kehutanan negara tersebut ternyata lebih besar dari potensi hutannya, tetapi dapat bekerja efisien karena memanfaatkan kayu illegal. Bahkan, yang sangat istimewa adalah, para cukong dari negara lain dapat masuk secara illegal (tetapi dilindungi), dan dapat mengendalikan proses illegal logging dinegara kita. Setelah itu, dengan mudah pula (dan aman) mereka dapat kembali kenegara asalnya dengan membawa keuntungan besar. Selain itu, perlu dicermati, adanya sikap mendua negara negara yang dikenal banyak bicara perlunya penerapan ekolabeling bagi hutan tropis Indonesia (umumnya dari negara-negara Eropa dan Amerika), ternyata juga sebagai penadah kayu haram dari Indonesia.Industri kehutanan mereka juga menjadi lebih berkembang karena memanfaatkan kayu haram/ murah.Sebaliknya, industri  kehutanan kita terpuruk karena kalah bersaing.     

        Barangkali, gambaran tersebut merupakan fakta bahwa illegal logging memiliki dampak sangat luas dan mencemaskan semua pihak. Illegal logging ternyata sudah berakar sangat jauh, memiliki jaringan cukup luas sampai antar negara,  sehingga sulit diberantas.Apalagi sebagian masyarakat didaerah sudah terlanjur merasakan nikmatnya illegal logging, sehingga setiap upaya memberantas illegal logging akan dianggap menghilangkan sumber kehidupan mereka. 

(Ir.Heru Salam, MP. Staf pengajar Fakultas Kehutanan Instiper Jogjakarta)     

      MENGELOLA 

     LINGKUNGAN
          Heru Salam
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     Bumi semakin panas. Iklim sulit diperhitungkan. Ketahanan pangan terganggu dan akhirnya banyak bencana. Itulah kira kira keluhan manusia saat ini. Keluhan itu perlu didengar, diperhatikan, dan ditindak lanjuti, paling tidak untuk mengisi hari bumi setiap tanggal 22 April. Hari yang tidak menarik dibanding hari hari lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan tanggal 1 Januari, yaitu tahun baru yang selalu diperingati meriah. Berbicara tentang bumi tidak bisa dipisahkan dari kandungannya baik didalam maupun diatasnya.Dibagian dalamnya terdapat kekayaan alam berupa tambang. Sementara dibagian atas dijumpai vegetasi dan lautan.

     Akhir-akhir ini, bumi kita banyak dipenuhi bencana mulai dari longsor, kebakaran hutan, banjir, suhu cukup panas dan sering berubah secara cepat sehingga mengganggu kesehatan. Yang paling menonjol adalah banjir. Dimulai tahun 2004, terjadi banjir bandang terkenal di Bohorok Sumatera Utara. Sedangkan yang unik adalah tahun 2006. Tahun tersebut ternyata dibuka dengan banjir bandang di Jember, kemudian secara kebetulan, ditutup pula dengan banjir bandang di Aceh Tamiang pada bulan Desember 2006. Semua menimbulkan kerusakan dan kerugian cukup besar.Banjir di Sangihe Talaud terjadi pada tanggal 12 Januari 2007, menyusul Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi pada akhir Januari 2007. Dalam bulan Agustus terjadi banjir bandang besar di Morowali (Sulawesi Tengah) yang menelan korban cukup banyak.Banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan (desa Gane Timur) dan di Sumatera Barat yang melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Selama bulan Nopember 2007 juga terjadi banjir dibeberapa daerah walaupun tidak separah banjir sebelumnya.  Kemudian berlanjut bulan Desember 2007, terjadi banjir besar dan longsor di Jawa mulai dari pantura sampai wilayah tengah yang mengancam panen secara luas. Disusul selama Tahun 2008 banjir di Kab. Sambas, wilayah pantura Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merendam ratusan Desa, dan sebagian Jawa Barat sampai Jakarta.

      Sebagaimana biasanya, setelah itu muncul pemikiran klasik yaitu penyebab banjir adalah habisnya hutan. Pemikiran tersebut memang tidak salah. Secara teknis juga dapat dijelaskan. Adanya vegetasi bertingkat (hutan) akan menghambat laju kecepatan jatuhnya air hujan (daya kinetik) sehingga ketika sampai di permukaan tanah  tidak lagi menimbulkan erosi tetapi memberi kesempatan  terjadinya infiltrasi (meresap kedalam tanah), dan sisanya mengalir sebagai surface run off  mengisi lekukan bumi  (sungai, danau dll). Selain itu, vegetasi juga mengatur terjadinya evapotranpirasi (penguapan air) yang selanjutnya membentuk awan dan akhirnya terbentuk hujan. Demikian siklus tersebut terus berlangsung sehingga keseimbangan alam tetap terjaga, dan kebutuhan air baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dapat terpenuhi.Tetapi juga perlu dipahami, pada jenis tanah tertentu, infiltrasi justru mempercepat terjadinya tanah longsor.       Masalah mulai muncul ketika vegetasi semakin berkurang. Air hujan mulai tidak terkendali dan meluncur kebagian yang lebih rendah dengan derasnya dan menimbulkan erosi dan banjir. Selain itu habisnya vegetasi, akan meningkatkan pemanasan global yang mendorong es di kutub mencair  sehingga permukaan air laut naik.
       Selain pikiran klasik diatas,  masih ada pikiran lain yaitu: penyumbang kerusakan ternyata juga industri yang memanfaatkan tambang.Industri ini memiliki peran cukup besar terhadap pemanasan global,terjadinya erosi,  kotornya udara dan kerusakan lapisan ozon. Juga tidak kalah pentingnya adalah gaya hidup manusia didaerah hilir (perkotaan).Aktifitas mereka jarang tersentuh dalam publikasi kasus kerusakan lingkungan. Padahal, aktifitas dan gaya hidup mereka seringkali merugikan semua pihak. Berkurangnya daerah resapan air, banyakya timbunan sampah dan semakin sempitnya sungai adalah hasil aktifitas manusia di daerah hilir. Merekapun juga merusak tatanan didaerah hulu. Alam hanya dilirik dari aspek ekonominya sementara kearifan lokal masyarakat yang terbukti mampu melestarikan alam justru diabaikan. Kebakaran hutan dan kerusakan lahan gambut,baik karena ulah  perusahaan kehutanan dan perkebunan masih sulit diselesaikan. Padahal gambut berfungsi sebagai busa alam raksasa yang mampu menyimpan air sehingga mampu mengurangi banjir.Akhir akhir ini muncul kasus illegal logging di Ketapang(Kalbar) melengkapi kasus Adelin Lis di Medan.Di Bintan, ramai dibicarakan alih fungsi hutan lindung dan kasus suap anggota DPR. Tampaknya,kepentingan umum telah diabaikan sehingga masalah banjir dan kerusakan alam menjadi semakin komplek. Padahal, pesan moral dalam berbagai kesempatan terus digalakkan. Apakah saat ini bangsaku telah kehilangan kecerdasan dan profesionalisme dalam mengelola kekayaan alam maupun teknologi yang dimiliki.? Cerdas (kata Dr.T.Wardaya) merupakan kemampuan untuk berpikir secara tepat, dewasa, kritis, reflektif dan berkualitas. Sementara profesionalisme dijelaskan oleh Djamaludin (mantan menteri kehutanan) sebagai kemampuan untuk melaksanakan profesinya berdasarkan moral. Apakah profesiku bermanfaat bagi orang lain? 

     Cerdas dan professional menuntun manusia agar tidak semena mena memanfaatkan bumi yang berakhir dengan malapetaka bagi generasi berikutnya.Membuka hutan dengan cara membakar memang efisien, tetapi mengandung resiko selain terhadap kesehatan manusia juga akan menghabiskan stok ratusan ribu bahkan jutaan makhluk hidup didalamnya.  Seperti diketahui, jutaan makhluk hidup tersebut merupakan penyusun keanekaragaman hayati. Apabila kebakaran hutan dan rusaknya lingkungan yang menyertainya semakin meluas, maka keanekaragaman hayati juga semakin berkurang. Akhirnya, julukan megadiversity country yang justru masih sangat asing bagi  masyarakat Indonesia, semakin tidak terdengar. Padahal julukan tersebut merupakan pengakuan dunia  bahwa kekayaan keanekaragaman hayati baik darat maupun laut Indonesia, termasuk tertinggi didunia. 
      Karena itu, cara berpikir harus diubah. Berarti banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mulai dari aspek sosial- ekonomi- budaya- sampai teknik. Dan semua pihak sesuai aspek tersebut, perlu diajak beralih pola pikir. Ahli geologi, rohaniawan, kehutanan, perkebunan, sosiolog, dan teknik, perlu bergabung duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.Bukan berpikir dan bekerja secara egosektoral, sementara alam justru bekerja lintas sektoral. Agak aneh memang, kalau manusia sering menentang perilaku alam.

(Ir.Heru Salam, MP. Dosen Fakultas Kehutanan INSTIPER  Yogyakarta)

